
A. Latar Belakang Masalab 

BABI 
PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Indonesia sebagai Negara hukum 

sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Wujud 

Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga ditetapkan dalam pasal I ayat (3) 

amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : Negara 

Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Soerjono Soekanto Negara hukum 

adalah Negara yang menganut prinsip pembatasan kekuasaan Negara oleh hukum 

1
) . Selain itu juga setiap aparatur Negara dan warga masyarakat dalam bertindak 

juga harus memperhatikan norma hukum mana yang dibolehkan dan norma 

hukum mana yang dilarang di dalam masyarakat tersebut. 

Manusia sebagai mahluk sosial dan sesuai kodratnya diciptakan oleh Allah 

SWT (Tuhan Yang Maha Esa) untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, oleh 

pemikir yunani Aristoteles (384-322 SM) mengatakan manusia adalah zona 

politicom yang artinya sebagai mahluk bersifat mencari sesama manusia untuk 

hidup bersama, dalam hidup bersama dengan manusia lainnya tersebut, mereka 

sating menjalin hubungan yangjumlahnya tak terhingga 2). 

1 
) Soerjono Soekanto, beberapa perrnasalahan hukum dalarn kerangka pembangunan di 

Indonesia, JKT, Univ Indonesia, 1983 hal67. 
2

) Ahmad Mulkhan, Pengantar llmu Hukum, UID, Jakarta, 1980 hal I. 
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Dalam hubungannya tersebut tiap-tiap individu manusia mempunyai 

kepentingan yang berbeda-beda, ada kalanya kepentingan-kepentingan individual 

manusia tersebut sating bersitegang yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

masalah, untuk menyelesaikan gejala tersebut diperlukan aturan hukum dimana 

aturan-aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat 

mempertahankan hidup bersama dalam kaidah-kaidah hukum yang ditentukan itu, 

setiap orang diharuskan bertingkahlaku sedemikian rupa sehingga kepentingan 

anggota masyarakat lainnya agar terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah­

kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan 

sanksi atau hukuman. 

Penerapan sanksi atau hukuman adalah salah satu dari tujuan hukum, 

dimana agar masyarakat tertib dan dalam rangka mencapai kepastian hukum dan 

keadilan. Para ahli berbeda-beda dalam merumuskan tujuan hukum, menurut 

teori etis hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan dalam 

masyarakat, selain itu menurut Van Apeldom tujuan hukum untuk mengatur 

pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian, kedamaian 

diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan­

kepentingan man usia yang tertentu yaitu kekuasaan, kemerdekaan, j iwa, harta 

benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan individu dan 

kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain, 

pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian 

dan kekacauan satu sama lain, kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan 

kedamaian dan pertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 
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kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat 

mungkin yang menjadi haknya \ 

Sehubungan dengan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin 

yang menjadi haknya, dalam kasus penipuan dengan modus operandi meminta 

Ny. Tisnawati Prasetyo menanamkan modal dalam usaha bidang Chemical Retex 

yaitu caiaran kimia pembuatan bahan-bahan dari plastik yang menjanjikan 

keuntungan 50% untuk penanaman modal, ternyata tidak diberikan oleh Awan 

yang pada akhirnya merugikan hak Ny. Tisnawati Prasetyo untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Ternyata yang dirugikan bukan hanya Ny. Tisnawati Prasetyo, mengingat 

Ny. Tisnawati Prasetyo mengajak Herman Rakasiwi (suaminya) beserta ternan-

temannya dengan menyuruh mentransfer uang ke rekening Awan yang 

kerugiannya sebagai berikut: 

Bambang Hermanto 

Haryadi Halim 

Antony Lie 

Agustina Effendi 

Rp. 15.090.000.000,­

Rp. 26.470.000.000,­

Rp. 6.270.000.000,­

Rp. 2.090.000.000,-

Tisnawati!Herman Rakasiwi Rp. 8.080.000.000,­

Rp. 58.810.000.000,-
(lima puluh delapan milyar delapan ratus sepuluhjuta rupiah). 

Setelah uang-uang tersebut terkumpul pada rekening A wan, Ny Tisnawati merasa 

tertipu. Keyakinan merasa tertipu tersebut Ny.Tisnawati juga curiga dengan cap-

cap perusahaan yang dibubuhi pada invoice ataupun surat jalan yang diserahkan 

Awan kepada Ny.Tisnawati dan ternyata benar invoice dan cap-cap stempel 

3
) Ridwan Syahrani, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini ,Jakarta, 1991 hal 23-25. 
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tersebut telah dipalsukan oleh Awan. Perusahaan-perusahaan yang invoice dan 

surat jalan yang dipalsukan oleh A wan sebanyak 8 perusahaan yaitu PT.Astari, 

PT. Samahong, PT. IPP (Indonesia Plastik Pratama), PT. SMU, PT. Gemilang, 

PT. Ekarajaksa Plastik Corporation, PT. Samson Jawa Perkasa, PT. Mustika Nusa 

Permai Corp. 

Melihat kenyataan tersebut Ny. Tisnawati Prasetyo meminta kepada A wan 

agar mengembalikan uang yang telah disetorkannya, namun Awan tidak pernah 

ada di rumahnya Jl. Sukatani Rt 004/002 Tegal alur Kali deres Jakarta Barat. 

Setelah hampir enam (6) bulan dan akhirnya uang baru dikembalikan Rp. 

38.810.000.000,- dan yang belum dikembalikan Rp. 20.000.000.000,-. Karena 

hampir satu (I) tahun belum dikembalikan, Mei 2002 Ny. Tisnawati Prasetyo 

bersama suaminya dan teman-temannya memproses hukum kasus penipuan dan 

membuat surat palsu, namun Ny. Tisnawati Prasetyo dan teman-temannya merasa 

kecewa atas putusan hakim. 

Kekecewaan Ny. Tisnawati Prasetyo dan teman-temannya tersebut 

disebabkan jaksa penuntut umum menuntut delapan (8) bulan penjara dan majelis 

hakim hanya menjatuhkan putusannya dengan pidana penjara lima (5) bulan dua 

puluh satu (21) hari. 

Rendahnya tuntutan dan penjatuhan hukuman tersebut menjadikan penulis 

tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam suatu tulisan ilmiah skripsi. 

Seyogyanya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan sanksi 

(hukuman) yang setimpal (seimbang), mengingat salah satu tujuan hukum bukan 

hanya keadilan tapi juga keseimbangan dengan arti menyeimbangkan kewajiban 
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yang terdapat dalam masyarakat dengan penjatuhan sanksi, sehingga kepastian 

hukum dapat terwujud. 

Dijatuhkannya hukuman yang seimbang (berat) agar orang menjadi takut 

dan bagi yang menerima hukuman menjadi jera dan tidak melakukan 

perbuatannya lagi. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menelitinya 

lebih lanjut dalam tulisan ilmiah skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

mengambil contoh kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengambil 

contoh kasus dalam putusan yang telah incracht (tetap) yaitu putusan 

No.949/PID.B/2002/PN.JAK BAR. Untuk menyelaraskannya maka penulis 

mengambil judul skripsi "sanksi hukum terhadap pengusaha yang melakukan 

penipuan dan membuat surat palsu menurut pasal378 dan pasa1263 KUHP" . 

B. ldentifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah 

ldentifikasi masalah dalam skripsi ini adalah masalah penegakan hukum 

menjadi salah satu penghambat dari tujuan hukum itu sendiri yaitu kedamaian, 

ketentraman, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Tujuan hukum akan 

tercapai jika penegakan hukum ditegakkan dengan memperhatikan dari tujuan 

hukum itu sendiri, atau dengan kata lain hukum benar-benar dapat memberi efek 

jera bagi yang melanggamya bukan sebaliknya untuk dipermainkan. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan Jatar belakang penulis 

uraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

I. Apakah sanksi hukum yang diterapkan terhadap pengusaha yang 

melakukan penipuan dan membuat surat palsu telah sesuai dengan 
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ketentuan pasal 378 dan 263 KUHP? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penipuan 

dan membuat surat palsu? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan 

I. Untuk mengetahui apakah sanksi hukum yang diterapkan terhadap 

pengusaha yang melakukan tindak pidana penipuan dan membuat surat 

palsu telah sesuai dengan ketentuan pasal378 dan 263 KUHP. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara 

penipuan dan membuat surat palsu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat dijadikan dan dapat digunakan 

untuk pengembangan ilmu hukum yaitu ilmu hukum pidana dan acara pidana 

yang berkaitan dengan putusan hakim yang ringan dalam tindak pidana penipuan. 

Selain itu juga dijadikan bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang akan 

melakukan penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoritis diharapkan juga mempunyai manfaat praktis yaitu 

menjadi bahan masukan bagi lembaga pengadilan kejaksaan (aparat penegak 

hukum) agar membuat tuntutan dan putusan melihat aspek keadilan, kepastian 
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hukum dan efek jera, selain itu juga untuk lembaga pembuat Undang-Undang 

(DPR) untuk segera membahas Rancangan KUHP dan memasukkan sanksi pidana 

minimalnya untuk setiap jenis tindak pidana. 

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran. 

1. Kerangka Teoritis 

a. Penegakan Hokum 

Masalah penegakan hukum yang jujur dan adil menjadi isu sentral dalam 

pelaksanaan reformasi di Indonesia yang sudah dimulai Tahun 1999 (sepuluh 

tahun yang lalu) oleh kelompok masyarakat yang pro reformasi yang 

menginginkan perbaikan mendasar. Penegakan hukum yang jujur dan adil dalam 

rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum menjadijalan ditempat (dalam 

pengertian pembahasannya belum signifikan), kecuali masalah tindak pidana 

korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat super, tak ada 

satupun kasus tindak pidana korupsi yang dapat lepas dari pengawasannya mulai 

dari pengusaha, pejabat Negara sampai anggota Dewan baik anggota DPRD l, ll 

maupun DPR RI. 

Berbeda dengan Komisi yudisial dan Komisi kejaksaan yang belum dapat 

menunjukkan jati dirinya ketika tuntutan yang dibuat jaksa rendah dan putusan 

hakim yang juga ringan yang menjadi kontroversi dan polemik di masyarakat. 

Masalah penegakan hukum tidak lepas dari penerapan hukum itu sendiri. 

Menurut penerapannya hukum dapat dibedakan atas : 

• Hukum in abstracte, ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada 
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suatu Negara yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh 

pengadilan. 

• Hukum in concrite, ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu 

Negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu harus 

yang terjadi dalam masyarakat 4). 

Hukum in abstracte berlaku umum sedangkan hukum in concrite hanya 

berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Hukum in concrite termuat 

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 5
). 

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya, proses dan aktifitas 

untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana mestinya dan seharusnya. 

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Mengenai dimaksud sebagai 

keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan 

pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum 

tersebut, atau dengan kata lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide pembuat undang-undang tersebut menjadi kenyataan. Proses 

mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum 6). 

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk 

mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana adanya 

dan sebagaimana mestinya, dan berdampak kepada masyarakat untuk mentaatinya 

4
) Ibid hal 68-69. 

5
) Ibid hal 69. 

6
) Saljipto Rahardjo, Masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 

1983, hal 24 . 
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karena kalau di langgar sanksinnya berat dan tujuan hukum akan tercapai 7
) 

b. Pengertian Tindak Pidana 

Dalam bahasa Belanda Tindak Pidana dikenal dengan istilah Straf 

Baaifait, dalam bahasa asing yaitu Delict. Prof Moelyatno menggunakan istilah 

peristiwa pidana. Prof Satochit Kartanegara menyebutnya Delik. Ey Kanter dan 

SR. Sianturi menjelaskannya dengan mengutip pendapat para ahli hukum belanda. 

Prof Simons, Prof Van Hammel dan ProfPompe. 

Menurut Simons Straf Baarfait adalah suatu handeling 

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum yang di lakukan dengan kesalahan oleh seseorang 

yang mampu bertanggung jawab, sedangkan menurut Hammel sama dengan apa 

yang di kemukakan oleh Simons hanya ditambahkan dengan kalimat "tindakan 

mana dapat di pidana" menurut Pompe Straf Baarfait adalah suatu pelanggaran 

kaidah (penggangguan ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai 

kesalahan untuk suatu pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan 

ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum 8
). 

Menurut Prof Moelyatno peristiwa pidana/perbuatan pidana sebagai 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar 

larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh, atau menghambat akan tercapainya 

tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat itu sendiri. 

7
) Sri Pudyatmoko, Penegakan dan perlindungan hukum, Salemba Empat (4), Jakart,2007, 

halll-12. 
8

) Ey. Kanter dan SR. Sianturi, Azas-azas hukum pidana Indonesia dan penerapannya, Storia 
Grafikal, 2002, hal 205. 
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Selain itu DR Wirdjono Prodjodikoro menggunakan tindak pidana yaitu suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut 

dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana 9) . 

2. Kerangka Konsepsional 

Azas-azas hukum pidana 

Azas-azas hukum pidana yang dikenal dalam ilmu hukum pidana adalah 

azas yang dirumuskan didalam KUHP (tempat, waktu, orang) dan azas yang tidak 

tertulis. Azas hukum pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum 

pidana dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang 

mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya 

undang-undang hukum pidana sesuatu Negara itu berlaku apabila terjadi 

perbuatan pidana. 

2. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang 

mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan 

pi dana. 

3. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut orang sebagai 

pembuat atau peserta, yang mepunyai arti penting untuk terjadinya 

perbuatan pidana dari penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu 

Negara maupun yang berada di luar wilayah Negara. 

Pembagian tiga (3) azas tersebut menurut tempat (grondgebide atau 

ruimtegebid), menurut waktu (tijds-gebied) dan menurut orang (personengebied) 

9
) Ibid, hal 209. 
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yang lazim diikuti berdasar atas ajaran pembagaian wilayah berlakunya suatu 

perbuatan hukum. Menurut Bambang Poernomo SH, sebaiknya pembagian 

tersebut cukup hanya menjadi dua (2) azas saja, yaitu menurut waktu dan tempat 

saja. Pendapat para ahli pada umumnya mengakui berlakunya azas tidak tertulis 

dalam hukum pidana, yaitu azas "geen straf zonder schuld' (tiada pidana tanpa 

kesalahan). 

Disamping itu juga dikenal beberapa azas yang berlaku sangat luas dalam 

ilmu pengetahuan hukum pidana, tetapi dalam beberapa hal telah ada yang 

dirumuskan terbatas dalam undang-undang : 

1. Alasan pembenar (rechtsvaardigengsgronden) yaitu penghapusan sifat 

melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar. 

2. Alasan pemaaf (schould uitsluittings gronden) yaitu menghapuskan sifat 

kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum 

tetapi tidak dipidana (tidak dihukum). 

3. Alasan penghapus penuntutan (onverbolgbaarheid) yaitu pernyataan tidak 

menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang 

disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan 

kemanfaatannya untuk tidak dituntut. 

Azas-azas yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP 

dijelaskan sebagai berikut :. 

1. Azas Territorial (daerah) 

Setiap orang siapapun juga, yang melakukan kejahatan didalam wilayah 

Indonesia dikenakan hukuman berdasarkan KUHP. Dasar pemikiran dari azas 
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ini adalah setiap orang Indonesia wajib menghormati undang-undang Negara 

Indonesia. Berhubung dengan kedaulatan Negara, maka Negara itu berhak 

memerintahkan supaya semua orang tunduk pada undang-undangnya. Azas 

territorial ini terdapat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi :"Ketentuan pidana 

dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang 

melakukan suatu delik di Indonesia". Yang menjadi ukuran (kriteria) ialah : 

Peristiwa pidana (strajbaarfeit, tindak pidana, delik) yang dilakukan dalam 

batas-batas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, maka juga dapat dilakukan 

suatu delik dalam wilayah Indonesia sedangkan pembuatnya ada di luar 

wilayah Indonesia (luar negeri). Azas territorial juga diperluas dengan 

penjelasan pasal 3 KUHP yang berbunyi :"Ketentuan pidana dalam 

perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah 

Indonesia melakukan delik di dalam perahu atau pesawat udara Indonesia". 

2. Azas Nasionalitet aktif a tau azas Personalitet 

Karena pembuat KUHP berpendapat bahwa azas territorialitet itu belum 

cukup melindungi kepentingan nasional, maka dalam KUHP dimasukkan 

azas nasional aktif (azas personalitet). 

Pangkal pembuat azas ini adalah : 

a. Kewarganegaraan dari pembuat delik. 

b. Kewarganegaraan dari kepentingan yang hendak dilindungi. 

Azas nasionalitet aktif terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6 . 

Pasal 5 KUHP berbunyi : 

(1) Ketentuan pidana daiam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi 
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warga Negara yang diluar Indonesia melakukan : 

l.Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II buku ke dua dan pasal­

pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. 

2.Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang­

undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut 

perundang-undangan dengan Negara dimana perbuatan dilakukan diancam 

dengan pidana. 

(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukanjuga 

jika terdakwa menjadi warga Negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan. 

Pasal 6 KUHP berbunyi :"Berlakunya pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian 

rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan 

Negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati". 

3. Azas Nasional pasif 

Azas ini tidak berdasarkan daerah (territoir) atau kebangsaan, tetapi 

berdasarkan kepentingan hukum sesuai Negara yang dilanggar oleh seseorang. 

Azas ketiga ini harus dianggap sebagai usaha untuk melindungi 

kepentingan hukum dari sesuatu Negara yang berdaulat yang harus dihormati oleh 

siapapunjuga dimana dia berada. 

Jadi azas ini melindungi kepentingan nasional (masyarakat Indonesia) 

terhadap serangan siapapun juga (pembuat delik warga Negara sendiri atau bukan 

warga Negara Indonesia) dimana-mana saja serangan itu dilakukan. Yang 

menjadi pangkal azas ini ialah semata-mata kepentingan hukum yang terancam. 

Tidak dihiraukan kewarganegaraan pembuat atau tempat dimana perbuatan itu 

Sanksi Hukum Terhadap Pengusaha...Purwanto, Fakultas Hukum



14 

dilakukan. 

Menurut Pompe azas nasionalitet pasif ini disebut azas perlindungan 

mumi (zuivere beschermings principe) tercantum dalam pasal4 dan 7 KUHP. 

Pasal 4 KUHP berbunyi :"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan 

Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan diluar Indonesia" . 

1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal I 04, 106, I 07, I 08, II 0 bis pada 

ke-1 127 dan 131. 

2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh 

Negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merk yang 

digunakan oleh pemerintah Indonesia. 

3. Pemalsuan surat hutang atau setifikat hutang atas tanggungan Indoneia, atas 

tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pemalsuan 

talon, tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, 

dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau 

menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah­

olah asli dan tidak palsu. 

4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444, sampai dengan 

446 tentang pembajakan !aut dan pasal 44 7 ten tang penyerahan perahu kepada 

bajak !aut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara 

melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n dan o tentang kejahatan yang 

mengancam keselamatan penerbangan sipil. 

Pasal 7 KUHP berbunyi : "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan 

Indonesia berlaku bagi setiap pegawai negeri yang diluar Indonesia dimaksud 

Sanksi Hukum Terhadap Pengusaha...Purwanto, Fakultas Hukum
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dalam bab XXVJII buku kedua". 

4. Azas Universeel 

Azas ini didasarkan pertimbangan seolah-olah seluruh dunia telah ada satu 

ketertiban hukum dan orang itu dianggap sebagai anggota dari ketertiban 

hukum dari seluruh dunia. Kejahatan itu dianggap melanggar ketertiban 

hukum seluruh dunia, jadi siapapun juga dan dari bangsa manapun juga yang 

melakukan kejahatan, perampokan taut itu dapat dikenakan hukuman, tidak 

melihat tempat dan bangsanya. 

Sanksi Hukum Terhadap Pengusaha...Purwanto, Fakultas Hukum
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3. Kerangka Pemikiran 

Pasal I Ayat 3 

UUD Tahun 1945 

Penyidikan 

UUD Tahun 1945 

Negara Hukum 

Penegakan Hukum 

Penipuan dan 
Pemalsuan Surat Pasal 

378, 263 KUHP 

Tuntutan 

8 Bulan 

Ringan 

Tidak adil 

16 

Pembukaan UUD 1945 

Alenia III 

Putusan Hakim 

No.949/2002 

5 Bulan 21 Hari 

Ringan 

~ 

Tidak ada kepastian hukum 

Tidakjera 
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F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. 

Menurut Soeljono Soekanto penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan adaJah peneJitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder 10
). Pada penelitian hukum normatifbahan pustaka merupakan 

data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang siap pakai. 

Contoh data sekunder antara Jain peraturan perundang-undangan, 

dokumen dan buku-buku ilmiah oleh karena itu peneJitian hukum normatif atau 

disebut juga yuridis normatif tidak memerlukan lokasi peneJitian, sebab bahan-

bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, sumber-sumber 

peneJitian atau dengan kata Jain menurut Soerjono Soekanto saJah satu ciri data 

sekunder adalah data tersebut pada umumnya ada dalam keadaan yang siap dan 

telah dibentuk 11
). Oleh sebab itu, penuJis tidak perlu melakukan penelitian secara 

langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi Jatar belakang penelitian, karena 

data-data yang diperlukan sudah ada. Data sekunder yang digunakan daJam 

penelitian ini penulis dapatkan dari perpustakaan Ubara Jaya dan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan putusan hakim. 

10
) Soer:jono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, PT 

Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 13-14. 
11

) Ibid hal 31. 
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2. Pendekatan Masalah 

Sebagai penelitian hukum normatif(yuridis normatif) pendekatan masalah 

yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

kasus dan pendekatan terhadap azas-azas hukum 12
). Penelitian dengan 

pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami dan 

menafsirkan makna norma-norma hukum yang tersirat dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan terhadap kitab undang-

undang hukum pidana yang dalam hal ini adalah pasal-pasal yang mengatur tindak 

pidana penipuan. Selain itu penulis menggunakan pendekatan kasus, yang 

merupakan usaha untuk menemukan jenis hukum dan peraturan hukum yang 

sesuai sehingga dapat diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara atau peristiwa 

pi dana. 

Pendekatan terhadap azas-azas hukum adalah penelitian hukum dokmatik 

yang bertujuan untuk menemukan azas-azas hukum yang berlaku 13
) . Penelitian 

terhadap azas-azas hukum dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara 

untuk menemukan hukum. Penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan dengan 

cara mengi1f'ntifikasikan kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam 

peraturan Pffllndang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

skripsi ini adalah memahami dan menafsirkan norma-norma hukum dalam KUHP. 

12
) Peter Mahmud Marjuki , Penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal96. 

13
) Ronnny Hantdjo Soemitro, Metodologi penelitian hukum danjuru metri , Ghalia, Jakarta, 1988, 

hal 2 . 
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3. Bahan Hukum 

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum 

dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi 

sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas tiga 

(3) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya yaitu : 

1. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-undang/Peraturan 

Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), Putusan pengadilan dan 

lain-lain. 

2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi 

pendapat pakar hukum. 

3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, kamus 

ensiklopedia dan lain-lain 14
). 

14
) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Opcit, hal 33. 

Sanksi Hukum Terhadap Pengusaha...Purwanto, Fakultas Hukum



• 

• . 

• 

20 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun skripsi ini penulis membaginya dalam lima (5) bab yang 

urut-urutannya sebagai berikut: 

Bab I 

Bab II 

Bab Ill 

BablV 

BabY 

Berisi pendahuluan yang terdiri dari Jatar belakang masalah, 

identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teoritis, konsepsional dan kerangka pemikiran, serta 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 

Berisi tinjauan pustaka 

A. Pengertian tindak pidana 

I. Pengertian tindak pidana penipuan 

2. Macam-macam tindak pidana penipuan 

B. Pengertian penyelidikan dan penyidikan 

C. Pengertian surat dakwaan dan tuntutan 

D. Pengertian pembuktian 

E. Pengertian putusan hakim 

Berisi tentang hasil penelitian 

Pembahasan 

1. Sanksi hukurn yang diterapkan. 

2. Pertimbangan majelis hakim 

Penulis mengakhiri dengan membuat kesimpulan dan saran. 
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